
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

BUPATI
HULU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

TAHUN 2019
NOMOR 44

TENTANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Perubahan terhadap Pejabat Pengelola layanan
lnformasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu, Perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Layanan lnformasi Dan Dokumentasi Di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas
Hulu;

l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Daruret
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Kalimantan (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentanS Ketcrbu kaan Informasi Pubtik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambatran
Iembaran Negara Republik Indoneeia Nomor
4845);
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Menimbarg :

Mengingat :



r 5 'tnlrun 2OO9
trn Ncglrrlr
omor I 12'

RcPutrik

r 43 Tahun 2009
Ncgarn

9 Nomor
RcPublik

n Lembaran Negara
Nomor 5587)

r 23 Tahun 2014
Daerah (lembaran

onesia Tahun 2O l5
n Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2OlO tentang Petaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 99);

.t

5

6

8

9

Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operational Prosedur
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Operasional Prosedur dan Administrasi
Pemerintahan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerin tahan Daerah ;

3.



10.

11.

12.

Peratuaan I(ornisi Informasi Nomor l Tahun

ioro ,..r*t g Standar layaJrart lnformasi

Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun
;;ii-',;;;8 Proscdur PenYelesaian

Sengketa Informasi Pu blik;

Peraturan Daerah Kabupaten KaPuas Hulu
ir".io rtrt"" 2018 tentarg Anggaran

il;;;p"; Darr Belarja Daerah rahun
Anggran 2019;

Peratural Bupati Kapuas Hulu No 72 Tahun
iol?-i"n*i Peni;baran APBD Tahun
An&Earan 2019,

13.

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:

Penetapar Pejabat Pengelota layanan Informasi

dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahal
Xabupaten Kapuas Hulu dengan susunarr
sebageimana tercantum ddam l,ampiran yang
merupakaJr bagian tidal< terpisalkan dari
Keputusan ini.

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU adalah:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama bcrtugas :

a. menyusun dan melaksanalan Kebijakan
Informasi dan Dokumentasi ;

b. menyusun l,aporan pelaksanaan
Informasi dan Dokumentasi;

c. mengkoordinasi dan
mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dari
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu;

d. menyimpan, mendokumentasikan,
menyediakan dan memberi p€layanan
informasi kepada publik;

e. melakukan verilikasi bahan
dan dokumentasi publik;

informasi

f. melalukan verifikasi bahan informasi
dan dokumentasi yang dikecualikan ;
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a

g. mclakukan pamut5khiran vcrifikesi dajr
dokumentagi;

h. mcnycdlakEn lnformasi dan dokumcntasi
untuk dlakscs olch maayarakat;

i. melakukan pernbinaan, Pcntawasan,
cvaluasi dan monotorinB atas
pclaksanaan informasi dan dokumentasi
yang dilakukan oleh Pejabat PenBelola
Informasi dan Dokumentasi Pembqntu;

j, mclaksanakan rapat koordinasi dan
rapat kclja berkala dan/sesuai
kcbutuhan;

k. mengesahkan informasi dan
dokumentasi yang Iayak dipublikasika-n;

l. menugaskan Pejabat Pengelola lnformasi
dan Dokumentasi pcmbantu dan/atau
pejabat fungsiona.l untuk
mengumpulkan, mengelole dan
mem€lihara informasi dan dokumentasi;
dan

m. p€mbentukan tim fasilitasi dan
penanSanan sengketa informasi yanS
ditetapkan den8an Keputusan Bupati.

Untuk mela!8anakan tuSas scbagaimana
dimaksud, Pejabat Pengelola Informasi dar
Dokumentasi bcrwenang :

a. menolak membcrikan Informasi yang di
kecualikan scsuai dengan kctentuan
Peraturer Perundang-undangan;

b. meminta dan mempcroleh informasi dan
dokumentasi dari Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu
yang menjadi cakupan kerjanya;

c. mengkoordinasikan pemberian pelayanar
Informasi dan Dokumentasi dari Pejabat
Pengelola Informasi da.n Dokum€ntasi
Pembantu yang menjadi cakupan
kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan Informasi
dan Dokumentasi yang dapat diakses
oleh publik; dan

e. menugaskan Pejabat Pengelola lnformasi
dan Dokumentasi Pembantu dan/atau
Fejabat Fungsional untuk membuat,
mentumpulkan s€rta memelihara
Informasi dan Dokumentasi untuk
kebutuhan organisasi.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 44 TAHUN 2Or9
TENTANG
PENETAPAN PE.JABAT PENOELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI Dt LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PBJABAT PENGELOLA I.AYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGXUNGAN

PEMERINTAH KNBUPATEN XAPUAS HULU

NOMOR JABATAN JABATAN DALAM TIM

l 2

I BUPATI KAPUAS HULU PEMBINA

) WAKIL BUPATI KAPUAS
HULU

PEMBINA

3 SEKRETAzuS
KABUPATEN
HULU

DAERAH
KAPUAS

PENGARAH
ATASAN
PENGET.OLA
INFORMASI ,

DOKUMENTASI

SELAKU ]

PEJAE}AT
LAYANAN

. DAN

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

1 INSPEKTUR KAEIUPATEN
KAPUAS HULU

TIM PERTIMBANGAN

2 ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
HULU

TIM PERTIMBANGAN

3 ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
HULU

TIM PERTTMBANGAN

4 ASISTEN ADMINISTRASI
UMUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

TIM PERTIMBANGAN
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a, membahas usulan-usul:ur informasi yang
dikecualikan;

b. memberikan Frtimban8an atas
kualilikasi informasi, tcrmasuk lnfonnasi
yang dikecualikan;darl

c. rnemberikan pertimbangan atas hal-hal
ysng belum dietur.

XEEMPAT Pada saat Keputu6an Bupati ini mulai berlalu,
Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 248
Tahun 2OlA tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Layanan InforEasi dan Dokumentasi
di LinSkunSan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu, dicabut dan dinyata.kan tidak berlaku
l"g;

KELIMA Kepqtusel ini mulai berlaku pada tanSgal
ditetapkan dan scgala biaya yang ditimbulkan
akan ditetapkarnye Keputusan ini dibcbankan
kepada Anggaran Pendapatgan E€lanja Daerah
Tahun 2019.

Ditetapkan di Futussibau
pada tAnstar / J*tsolat 2-ot9

BUPATI KAPUAS HULU,

NASIR

Tembusan Keputusan ini disarnpaikan kepada Yth;
I. Gubemur lGlimantan Barat di Pontianak;

U.p. Kepala Bim Hukum;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

3. K€tua Dewan Perwakilan Rakyat Da€rah Kabupaten Kapuaa
Hulu di Putussibau;

4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Kepala Dinas Komunikali dan Informatika PlovinBi Kalimentan
Barat di Fontianak;

Yant bcrsangkutan untuk diketahui dan dilaklarukan
rbagaimana mectinya.
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KETIGA

d.menjamin ketersediaan dan akselerasi
informasi dan dokumentasi bagi pcmohon
layanan informasi secara cepat, tepat
berkualitas dan mengedepankan prinsip
pelayanan prima;

e, mengumpulkan, mensolaI dan
mengkompilasi bahan dan data untuk
didokumentasikan menjadi bahan
informasi publik; dan

f. mencetak dan menggandakan informasi
dan dokumentasi (sofi/ hard @pg) sebaBai
layanan Informasi dan Dokumentasi
Kepada Pemohon Informasi.

6. Untuk mendukung kegiatan rutin Pejabat
Pengelola Informaai dan Dokumentasi,
dapat didukung oleh bidarS-bidanS antara
lain ;

a. bidang pelayanan dan pengelolaan
informasi, bertugas memberikan
pelayanal informasi publik dan pengelola
informasi sesuai dengan mekanisme
pengelolaaa Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi;

b. bidang pengelolaan data dan dokumentasi
informasi, bertugas mengolah data yang
akan di sajikal sebagai informasi publik,
melakukar klasifikasi jenis informasi dan
mendokumcntasikan informasi yang telah
dikuasai;

c. bidang penyelesaian scngketa informasi,
bertugas mclal(ukan advokasi informasi
dar mcwakili institusi daIaJE
menyelesaikan sengketa i.nformasi; darl

d.eekr€tariat Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumenta.si, bertugas memberikan
dukuntan adminietratif dan telmis
operasional aerta sarana dan prasarana
mendukung ters€dianya layanan
lnformasi dan dokumentaai.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,
Pejabat Pengelole lnformasi dan Dokumentasi
Utama dan Fejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentaai FEmbantu gcbagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA dan dibantu
oleh tim lErtimbangan pclayanan informaai dan
merDpunyai tugas :
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3, Pejabat Pcngelola lnformaci .t^n
Dokumentasi Pcmbantu bcrtuBas :

d. membantu Pejabat Pengclola lnformaei
dan Dokumentasi Utajna mclaksanakan
tanggunBjawab, tuBas dan wcwenanEnya;

b. rDenyampaikan informasi dan
dokumcntasi kepada Pejabat Pcngelola
Informasi dan Dokumentasi Utama
dilakukan palinB s.dikit 6 (enam) bulan
sekali atau seauai kcbutuhan;

c. mclakssnakan kebijakan teknis informasi
dan dokumentasi s€suai dcngan tugas
pokok dan fungsinya;

d. menjamin keters€diaan dar aks.lerasi
layanan informasi dan dokumentasi bagi
pemohon informasi s€cara cePat' tepat,
b€rkualitas dengan mengedeparkan
prinsip pclayanan prima; dan

e. mengumpulkan, mengolah, dan
mengkompilasi bahan dan data lingkup
komponen pcrangkat daerah di
lingkungan Pemerintah l(abupaten
Kapuas Hulu baru agar menjadi informasi
publik.

4. Selain tugas ters€but, Pcjabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pcmbantu
khusuanya pada Sekretariat DPRD bcrtugag
untuk:
a.menyampaikan, meminta, mengelola,

menyimpan informasi dan dokumentasi
kepada DPRD sesuai pcraturan
peru ndang-undangan;dan

b. mengkoordinasikan informasi dan
dokumentasi kepada DPRD untuk
menetapkan informasi dan dokumentasi
yang dapat diakses oleh publik.

5. Ttl8as utama Pejabat F\ngsional atau
Petugaa Informasi edalah :

a. membantu Pejabat PenBelola Informasi
dan Dokumentasi melaksanakan tugas,
tanggung jawab, dan kewen anganya;

b. menyampa.ikan informasi dan
dokumentasi kepada Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumenta,ai aecara
b€rkala dan s€suai kebutuhan;

c. melaksanakan kebijakan teknis informasi
dan dokumentasi s€suai dengan tug,as
pokok dan fungsinya;
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5 STAF AHU
PEMERINTAHAN

BIDANO 1IM PERTIMBANGAN

6 STAF AHU
PEMBANOUNAN

BIDANO TIM PE RN M BAXGE-_

7 SEKRETARIS DEWAN
DPRD XABUPATEN
KAPUAS HULU

KEPALI DINAS
KOMUNIKASI,
INFORMANXA DAN
STATISTIK KABUPATEN
KAPUAS HUU'

TIM PERTIMBANGA]T

I TIM PERTIMBANGAN

9 KEPAI.A
KEUANOAN
KABUPATEN
HULU

BADAN
DAERAII
KAPUAS

TIM PERTIMBANGAN

lo KEPAIA BADAN
PERENCANAqN
PEMBANGNUNAN
KABUPATEN KAPUAS
HULU

TIM PERTIMBANGAN

l1 KEPAIA 1 BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS
HUI.{J

TIM PERTIMBANGAN

12 KEPAIA DINAS BINA
MARCA DAN SUMBER
DAYA AIR XABUPATEN
KAPUAS HULU

TIM PERTIM BANGAN

l3 KEPAIA DINAS
PENATAAN RUANG DAN
CIPTA KARYA
KABUPATEN KAPUAS
HUII'I

TIM PERTIMBANGAN

t

/9

t



3I 2

TIM PERTIMBANGAN
KESEHATAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

KEPALA DINASl4

TIM PERTIMBANGANKEPALA
PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN
KN BUPNTEN
HULU

KAPUN S

DINAS
DAN

t5

KEPALA DINAS
LINGKUNGNN HIDUP,
PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN
PEIUUKIMAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

TIM PERTIMBANOANl6

t7 KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KAEIUPATEN
KAPUAS HULU

TIM PERTIMBANGAN

ta KEPAIN DINAS TENAGA
KERJA, PERINDUSTRIAN
DAN TRANSMIGRASI
KAI}UPATEN KAPUAS
HULU

TIM PERTIMBANGAN

l9 KEPAI.A DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KAT}UPATEN KAPUAS
HULU

TIM PERTIMBANGAN

20 KEPAI,A DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KAPUAS
HULU

TIM PERTIMBANGAN

27 KEPALA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

TIM PERTIMBANGAN

t
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22 KEPAI"A
PERHUBUNGAN
KABUPATEN
HULU

DINAS

KAPUAS

TIM PERTIMBAN AN

KEPALA DINAS
SOSIAL,PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARCA BERENCANA
KAE}UPATEN KAPUAS
HULU

TIM PERTI MBANGAN

24 TIM PERTIMBANGANKEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KAI}UPATEN KAPUAS
HULU

25 KEPAI.A DINAS KOPERASI
USAHA KECIL
MENENCAH DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN KAPUAS
HULU

TIM PERTIMBANOAN

TIM PERTIMBANGAN26 KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAE}UPATEN
KAPUAS HULU

TIM PERTIMBANGAN27 KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KAE}UPATEN
KAPUAS HULU

PERTIMBANGANTIMKEPALA DINAS
PAMONO
KABUPATEN
HULU

POLISI
PRA'A

KAPUAS

2A
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A,PDjABAT PENGELO LA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)

1
3

I KEPATA atDANo
KODIUNIKASI
INFORIlIASI
PUBLIK,DINAS
KOMUNIKASI
INFORt\lATlKA
STT\TISTI N KABUPATEN
}iAPUAS IIULU

liEPr\LA UNIT
PELAKSANA TEKNIS
L\YT\NT\N PENGADAAN
SECARA ELEI(TRONIK
DAN SISTEIVI

|NFORMI\SI PUBLIK,
DINAS KOITIUNIKASI
INFORMATIKA
STATISTIK KABUPATEN
XAPUAS HULU

PU.'ABAT

PENGELoIT\ INFORMASI
DT\N DOKUMENTASI UTAMA

PELAYANAN INFORMASI
DAN DOt(UMENTASI

KEPAI,II SEKSI
PENGEI.OLAAN
INFORMASI, D1NAS

XOMUNIKASI
INFORMATIKA
STATISTIK KAE}UPATEN
KAPUAS HULU

PEI.AYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

4 KEPAIA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
HULU

PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTAST

5 KEPALA BIDANG
KEARSIPAN, DINAS
ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN
DAERAH XABUPATEN
KAPUAS HULU

PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

3
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1 2

6 PEJAEIAT FUNGSIONAL
KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PADA
DINAS PERPUSTAXAAN
DAN KEARSIPAN
DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

DAN DOKUMENTAST
PEI-{YAN INFORMASI

7 KEPALA BIDANG
STATISTIK DAN
APLIKAST
INFORMATIKA, DINAS
KOMUNIKASI
INFORMATIKA
STATISTIK KABUPATEN
KAPUAS HULU

DAN DOKUMENTASI
PELAYANAN INFORMASI

a KEPATA SEKSI
STATISTIK, DINAS
KOMUNIKASI
INFORMATIKA
STATISTIK KABUPATEN
KAPUAS HULU

DAN DOKUMENTASI
INFORMASI

KEPAI,A BAGIAN
HUKUM PADA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
HULU

FASILITAST SENGKETA
INFORMASI

9

FASILITASI
INFORMASI

SENGKETA10 KEPALA SUB BAGIAN
BANTUAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
HULU

PENDUKUNG SEKRETARIAT
PENOETOLA LAYANAN
INFORMAST DAN
DOKUMENTASI

ll SATU ORANG
PENGELOIA
DOKUMENTASI PADA
DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIXA
,STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS
HULU

13
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PE.'ABAT PENCEI.OLA INFORMASI DAN

DOKUMENTAST PEMBANTU (PPID) PEMBANTU

I 2 3

I KEPALA BAGIAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN
PROTOKOL,
SEKRETARIAT DABRAH
KABUPATEN KAPUNS
HULU

PENCELOLA
DAN
PEMBANTU

INFORMASI
DOKUMENTASI

c KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN
DOKUMENTASI,
SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAJtrAT
DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

PENGEI,,OLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANru

3 KEPAI.A BAGIAN UMUM
PADA SEKREIARIAT
KOMISI PEMIUHAN
UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU

PENCELOLA INFORMASI
DAN DOKUMEI{TASI
PEMBANTU

4 SEKRETARIS
INSPEKTORAT
KABUPATEN KAPUAS
HULU

PENGELOI.A INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

5 SEKRETARIS SATUAN
POLISI PAMONG PRA'A
KABUPATEN KAPUAS
HULU

DAN
PEMBANTU

INFORMASI
DOKUMENTASI

GELOLA

PENCEI.OLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

6 SEKREIARIS
PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN
HULU

KAPUAS

DINAS
DAN

7 PENGELOIA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

SEKRETARIS
KESEHATAN
KABUPATEN
HULU

DINAS

ICiPUAS

14
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PENCELOLA
DAN
PEMBAJ{TU

INFORMASI
DOKUMENTASIPEKERJAAN UMUM'

BINA MAXGA DAN

SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN XAPUAS
HULU

2

S DINASSE8

PENGELOI.A
DAN
PEMBANTU

INFORMASI
DOKUMENTASI

9 SEKRE?ARIS DINAS
LINGKUNCAN HIDUP,
PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
NABUPATEN KAPUAS
HULU

10 SEKRETARIS DINAS
SOSIAL,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
XABUPATEN KAPUAS
HULU

INFORMASI
DOKUMENTASI

PENGELOLA
DAN
PEMBANTU

t1 SEKRETARIS DINAS
KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
I{ABUPATEN KAPUAS
HULU

PENOELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

t2 SEKRETARIS DINAS
PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS
HULU

PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

SEKRETARIS DINAS
KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN
(APUAS HULU

PENGEIOI,.A INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

15
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I 3

14 SEKRETARIS DINAS
KEPEMUDAAN, OLAH
RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KAPUAS
HULU

PENGEI,OLA
DAN
PEMBANTU

INFORMASI
DOKUMENTASI

I5 SEKRETARIS DINAS
TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMICRASI
KABUPATEN I(APUAS
HULU

PENGELOLA INFORMASI
DNN DOKUMENTASI
PEMBANTU

16 SEKRETARIS DINAS
PERTANIAN DAN
PANGAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

17 SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS
HULU

PENGELOI,A INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

i8 SEKRETARIS
PERIKANAN
KABUPATEN
HULU

DINAS

KAPUAS

PENGEIOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

79 SEKRETARIS DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS
HULU

PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

20 SEKRETARIS
PENATAAN RUANG DAN
CIPTA KARYA
XABUPATEN XAPUAS
HULU

PENGEI,OLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

2l SEKRETARIS
KEUANGAN
XABUPATEN
HULU

BADAN
DAERAH
KAPUAS

PENGELOI.A INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

f
,l
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22 SEKRETARIS BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

PENCELOLA
DAN
PEMBANTU

INFORMASI
DOKUMENTASI

23 SEKRETARIS BADAN
KEPEGAWAINN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN
KAPUAS HULU

PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

24 SEKRETARIS
PERPUSTAKAAN

DINAS
DAN

KEARSIPAN
KABUPATEN
HULU

KAPUAS

PENGEIOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

SEKRETARIS DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAXAT DAN
DESA KABUPATEN
XAPUAS HULU

PENGELOI.A INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

26 KEPAI.A BAGIAN TATA
USAHA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DR.
AHMAD DIPONEGORO
PUTUSSIBAU

PENGEI,.OI.A INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU

BUPATI KAPUAS HULU,

NASIR

t7

r


